PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI PENGASUH

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
:
a.
bahwa Institut Pemerintahan Dalam Negeri merupakan pendidikan tinggi kepamongprajaan di lingkungan Departemen Dalam Negeri, dengan sistim pendidikan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan secara konsentrik; 



b.
bahwa pengasuhan diberikan kepada peserta didik sebagai upaya sadar untuk mengembangkan kepribadian Praja melalui tahapan, mengenal jati diri, menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan kreativitas dan pencerahan pemikiran untuk mewujudkan kedewasaan praja yang mempunyai keseimbangan intelektual, kesamaptaan, emosional dan spiritual serta memiliki semangat kejuangan,  kader kepamongprajaan profesional yang memiliki tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat, perlu menyiapkan tenaga pengasuh dengan tugas melakukan urusan Pengasuhan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan kompetensi yang terstandarisasi. 



c.
bahwa standar kompetensi menggambarkan kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang berdisiplin, jujur, mandiri, terbuka dan demokratis.



d.
bahwa berdasarkan pertimbangan mana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Kompetensi Pengasuh Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
3041), mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890); 


2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);


3. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);


4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);


5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negerl Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);


6.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negerl Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan; 



7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 



8. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;


9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembinaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negerl; 


10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
41 Tahun 2009 tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 


11.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 157 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengasuhan Praja Lembaga Pendidikan Kedinasan Departemen Dalam Negeri. 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR KOMPETENSI PENGASUH INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 

1.
Menteri, adalah Menteri Dalam Negeri.
2.
Institut Pemerintahan Dalam Negeri disingkat IPDN, adalah pendidikan tnggl kepamongpraJaan di Iingkungan Departemen Dalam Negerl. 
3.
Pengasuh, adalah Pengasuh Praja IPDN;
4.
Praja, adalah Peserta didik program diploma dan program sarjana di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 
5. 
Kompetensi, adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahiian, dan sikap perilaku yang diperiukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dl lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negerl.
6. 
Kompetensi Pengasuh, adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa keahlian melaksanakan tugas jabatan Pengasuh dalam membina Praja untuk membentuk kepribadian Praja yang berdisiplin, jujur, mandiri, terbuka dan demokratis. 
7. 
Jabatan Pengasuh, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawal Negeri Sipil dalam rangka membina Praja untuk membentuk kepribadian Praja yang berdisiplin, jujur, mandiri, terbuka dan demokratis. 
8. 
Pembinaan Praja, adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara persuasif, dialogis, arahan, dan instruksi yang berpegang pada aspek normatif. 

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN PENGASUH

Pasal 2

Maksud Standar Kompetensi Pengasuh yaitu memberikan standar kompetensi untuk : 

a.
 dasar daiam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dart dan dalam jabatan Pengasuh; dan 

b.
 dasar penyusunan/pengembangan program pendidikan dan pelatihan dan standar penilaian kinerja bagi Pengasuh.

Pasal 3

Tujuan Standar Kompetensi Pengasuh yaitu memberikan jaminan:

a.
Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pembinaan Praja dalam jabatan Pengasuh; dan

b.
Optimalisasi kerja pembinaan Praja oleh Pengasuh yang memiliki standar kompetensi.

BAB III

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PENGASUH

Pasal 4

(1) Setiap Pengasuh wajib memiliki standar kompetensi Pengasuh. 
(2)
Standar Kompetensi Pengasuh mana dimaksud pada ayat (1),tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan baglan dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam peraturan W. 

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Bag! PNS yang sudah diangkat dalam jabatan Pengasuh pada saat Peraturan ini ditetapkan, diharuskan mengikuti test kompetensl paling lama 6 (enam) bulan seteiah menjabat Pengasuh  dasar untuk peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan Pengasuh, serta pemindahan dart dan dalam jatan Pengasuh. 

Pasal 6

Standar Kompetensi Pengasuh inl diberlakukan Juga bagi jabatan Pengasuh sebagai Kepala Satuan dalam Bagian Pengasuhan dan atau Bagian Administrasi Keprajaan baik di Kampus Pusat maupun di Kampus di daerah. 

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Menteri ini sepanjang mengenal pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Rektor. 

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal
: 29 September 2009

ttd

MENTERI DALAM NEGERI, 

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

Nomor    : 45 Tahun 2009 
Tanggal
: 29 September 2009

Tentang
: STANDAR KOMPETENSI JABATAN

                 PENGASUH

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PENGASUH

1.
Mampu menyelaraskan sikap dan perilaku dengan system, prosedur dan kultur yang ada di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
2.
Memiliki taraf kecerdasan minimal rata-rata.
3.
Mampu menangkap informasi secara akurat dalam kehidupan Praja.
4.
Mampu menanggapi kejadian secara proporsional dalam pembinaan Praja.
5.
Memiliki stabilitas emosi.
6.
Mampu mengekspresikan emosi secara wajar dalam pembinaan Praja.
7.
Mampu mengendalikan diri dalam pembinaan Praja.
8.
Memiliki fisik yang tidak cacat, dan anggota tubuh lengkap serta sesual dengan fungsi. 
9. 
Memiliki aspek kepribadian yang dapat berkembang secara serasi dan seimbang. 
10.
Mampu mengadakan kontak secara proporsional dengan Praja, Pengasuh dan atasan. 
11.
Mampu mengadakan relasi sosial yang sehat dalam kehidupan Praja. 
12.
Mampu melakukan adaptasi secara akurat dengan perubahan lingkungan dalam pembinaan Praja. 
13.
Mampu berkomunikasi timbal batik dengan Praja. 
14.
Mampu memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka pembinaan Praja berdasarkan nilai dan norma yang termuat dalam Pancasila, UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan Iainnya. 
15.
Mampu memberikan wawasan kenegaraan, kepemerintahan dan pelayanan dalam lingkup tugas pokok Departemen Dalam Negeri. 
16. Mampu menyelaraskan nilai dan norma yang berlaku dengan kenyataan actual dalam pembinaan Praja. 
17. Mampu mengembangkan kehidupan beragama yang seimbang. 
18. Mampu melakukan ibadah secara proporsional. 
19. Mampu mengembangkan kemauan yang tinggi dan tidak mudah putus asa dalam melaksanakan tugas pembinaan Praja. 
20. Mampu bersama-sama Pengasuh Iainnya meningkatkan prestasi. 
21. Mampu menampilkan sikap dan perilaku keteladanan dalam pembinaan Praja. 
22.
Mampu melakukan arahan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut dalam pelaksanaan program/kegiatan pembinaan Praja. 
23.
Mampu mengembangkan kebutuhan akan keteraturan
(disiplin) dalam pembinaan Praja.
24.
Mampu memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban dalam pembinaan Praja. 
25.
Mampu memberikan perhatian kepada Praja. 
26.
Mampu mengembangkan pergaulan yang harmonis dengan Praja dan pihak-pihak lain yang berkompeten. 
27.
Mampu memberikan tolerasi proporsional kepada Praja dalam pekerjaan, bimbingan dan arahan. 
28.
Mampu melakukan bimbingan dan konseling dalam rangka pengembangan kepribadian Praja. 
29.
Mampu untuk memberikan pertolongan yang Iayak dalam pembinaan Praja. 
30.
Mampu mengembangkan aspek sosial dalam lingkungan. 
31.
Mampu memimpin, membimbing, membina dan mengarahkan Praja. 
32.
Mampu mengelola aktivitas kepengasuhan dan hubungannya dengan unit kerja lain.
33.
Mampu mengembangkan simulasi dari luar. 
34.
Mampu mengadakan perubahan yang bersifat kreatif dalam pembinaan Praja. 
35.
Mampu melakukan instropeksi dan mawas diri. 
36.
Mampu mengembangkan minat yang tinggi dalam menciptakan kehidupan Praja yang sehat. 
37.
Mampu mengembangkan kegigihan dalam menyelesaikan masalah pembinaan Praja. 
38.
Mampu memprediksi hasil, manfaat dan dampak dart setiap aktivitas yang dijalankan dalam pembinaan Praja. 
39.
Mampu mengambil resiko untuk tujuan yang Iebih balk
(progresif) bagi kemajuan penyelenggaraan pengasuhan.
40.
Mampu mengembangkan determinasi atau kekuatan untuk selalu bekerja dalam mengembangkan kepribadian Praja. 

MENTERI DALAM NEGERI, 

           ttd
H.MARDIYANTO
Catatan : LAMPIRAN II tidak terlampir 
